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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan Tidak 

Dapat Diterima Dan Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 82/PUU-XXI/2023 

PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 

2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 

1945 
 

14 SEPTEMBER 2023 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, pukul 14.42 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang- 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU 13/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara 
Nomor 82/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 
82/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 13/2022 dalam Perkara 82/PUU-XXI/2023 

diajukan oleh Almizan Ulfa, SE., M.Sc., pensiunan Peneliti Utama Aparatur Sipil 

Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut 

sebagai Pemohon. 

 

C. PASAL/AYAT UU 13/2022 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 96 ayat (6), Pasal 96 

ayat (8), dan Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 yang berketentuan sebagai berikut: 
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Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 

Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan 

Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: 

a. rapat dengar pendapat umum; 

b. kunjungan kerja; 

c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau 

d. kegiatan konsultasi publik lainnya  

 

Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat 

mengenai hasil pembahasan masukan masyarkat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

 

Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam peraturan DPR, Peraturan DPD, 

dan Peraturan Presiden. 

 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 96 ayat (6), Pasal 96 ayat (8), dan Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 

dianggap Pemohon bertentangan dengan alinea keempat pembukaan UUD NRI 

Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat 

(3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (2), UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 

merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian materiil UU 13/2022 dalam permohonan a quo, 

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon 

beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, pada intinya persoalan 

konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1) apakah 

partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

diatur dalam Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 harus bersifat wajib bukan bersifat 

opsional; 2) apakah penjelasan pembentuk peraturan perundang-undangan 

kepada masyarakat atas hasil pembahasan masukan masyarakat yang diatur dalam 

Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 perlu diberikan batas waktu; 3) apakah pengaturan 

lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat yang diamanatkan oleh Pasal 96 ayat 

(9) UU 13/2022 untuk diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan 

Presiden perlu diberikan batas waktu penerbitannya. Terhadap persoalan yang 

didalilkan Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  

[3.10.1] Bahwa keterlibatan masyarakat dalam bernegara menjadi penanda 

kehidupan berdemokrasi di suatu negara. Prinsip kedaulatan yang berada di 

tangan rakyat sebagai bentuk demokrasinya negara Indonesia ditegaskan dalam 

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Salah satu bentuk implementasi prinsip tersebut 
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dengan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan 

pemerintahan, mulai dari pengambilan kebijakan sampai pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Adanya partisipasi masyarakat menjadi syarat utama dari 

terwujudnya pemerintahan yang demokratis. Konstitusi Indonesia juga telah 

menjamin hak partisipasi masyarakat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat 

(2) UUD 1945, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam 

pemerintahan dan membangun masyarakat dan negara. 

[3.10.2] Bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan merupakan bagian dari salah satu asas yang harus menjadi dasar dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas dimaksud adalah asas 

keterbukaan sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 huruf g Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (UU 12/2011), di mana terhadap Penjelasan asas dimaksud telah diubah 

melalui Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022 yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 

pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada 

publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan 

informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan 

dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar 

jaringan) [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022]. 

[3.10.3] Bahwa jika dicermati secara historis pengaturan mengenai partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, telah ternyata 

sebelumnya sudah pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004), namun 

dengan substansi yang masih sumir. Oleh karena itu, kemudian diubah dan 

dilengkapi pengaturannya dengan Pasal 96 UU 12/2011 yang selengkapnya 

menyatakan: 

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan melalui: 

a. rapat dengar pendapat umum; 

b. kunjungan kerja; 

c. sosialisasi; dan/atau 

d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. 

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau 

kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan 

dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan 
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Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh 

masyarakat. 

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUUXVIII/2020, yang diputus dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 

tanggal 25 November 2021, ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 dilakukan perubahan 

secara menyeluruh, sebagaimana hal tersebut dinyatakan dalam Konsideran 

Menimbang huruf b UU 13/2022, yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan 

diterbitkannya UU 13/2022 adalah untuk memperkuat keterlibatan dan partisipasi 

masyarakat yang bermakna. Kemudian pada Bagian Penjelasan Umum UU 13/2022 

dinyatakan juga bahwa UU 13/2022 merupakan tindak lanjut dari Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan untuk 

memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful 

participation). Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020, di antaranya 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.17.8] … Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan 

undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif 

yang kuat (strong collective intelligence) yang dapat memberikan analisis lebih baik 

terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses 

legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun 

lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (inclusive and 

representative) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan 

dan keyakinan (trust and confidence) warga negara terhadap lembaga legislatif; 

(iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (legitimacy and responsibility) 

bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatan pemahaman 

(improved understanding) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh 

warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (opportunities for 

citizens) untuk mengomunikasikan kepentingankepentingan mereka; dan (vii) 

menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (accountable and 

transparent). 

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan 

perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna 

(meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan 

publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna 

tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk 

didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan 

pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan 

penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). 

Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat 

yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan 

undang-undang yang sedang dibahas. 
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Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah 

diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih 

bermakna (meaningful participation) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan 

(i) pengajuan rancangan undangundang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, 

Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 

1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden. 

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-

XVIII/2020, pengaturan partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 UU 13/2022 telah 

diperluas menjadi pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-

undangan, akses masyarakat terhadap naskah akademik dipermudah, 

ketersediaan informasi kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan, kegiatan konsultasi publik yang kemudian akan jadi bahan 

pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan adanya 

kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat penjelasan dari pembentuk undang-

undang mengenai hasil pembahasan masukan dari masyarakat, serta ketentuan 

lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat akan diatur dalam Peraturan DPR, 

Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. Artinya, sekalipun sudah dituangkan 

dalam Pasal 96 UU 13/2022, tidak berarti substansi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 91/PUUXVIII/2020 menjadi kehilangan relevansinya untuk memperkuat 

partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-

undangan; 

[3.10.4] Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang mempersoalkan 

partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

diatur dalam Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 harusnya bersifat wajib bukan bersifat 

opsional, menurut Mahkamah dalam memahami norma a quo tidaklah bisa 

dipisahkan dari norma pada ayat-ayat lain dalam Pasal 96 UU 13/2022, termasuk 

pasal terkait lainnya dalam UU 12/2011. Sebagai sebuah pengaturan mengenai 

partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, 

norma Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 telah menentukan bahwa masyarakat berhak 

memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan. Kata “berhak” dalam norma 

dimaksud harus dimaknai sebagai “kewajiban” bagi pembentuk peraturan 

perundang-undangan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai 

bentuk, mekanisme, dan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat 

sesuai dengan makna asas keterbukaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 

huruf g UU 12/2011 berikut Penjelasannya (dalam UU 13/2022). Oleh karena itu, 

masyarakat pun seharusnya berperan aktif memperjuangkan keterlibatannya 

dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun, partisipasi 

masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur 

dalam UU a quo adalah dengan memberikan masukan, pengaturan demikian juga 

telah diatur dalam UU 12/2011, hanya saja dalam UU 13/2022 diperluas menjadi 

pada semua tahapan. Jika merujuk pada UU 12/2011 tahapan dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, 
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pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan [vide Pasal 1 angka 1 

UU 12/2011]. Merujuk pada tahapan tersebut, tahapan yang paling penting untuk 

mendapatkan masukan masyarakat adalah pada tahapan perencanaan, 

pembahasan dan penyusunan. Hak masyarakat untuk memberi masukan yang 

diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022 kemudian dijabarkan pelaksanaannya 

pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu mengenai cara penyampaian hak yang dapat 

dilakukan melalui daring dan/atau luring [Pasal 96 ayat (2) UU 13/2022], 

mengenai pembatasan siapa yang dimaksud sebagai masyarakat yang dapat 

memberi masukan, in casu orang perseorangan atau kelompok orang yang 

terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan 

rancangan peraturan perundang-undangan [Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022]. Selain 

itu, ditentukan pula kemudahaan akses terhadap naskah akademik dan/atau 

rancangan peraturan perundang-undangan [Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022]. Terkait 

dengan pelaksanaan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, pembentuk 

peraturan perundang-undangan juga menginformasikan kepada masyarakat atas 

pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud [Pasal 96 ayat (5) UU 

13/2022]. Sedangkan terkait dengan Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 yang 

dimohonkan pengujian, memberikan ruang bagi pembentuk undang-undang untuk 

“dapat” melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat 

umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan atau d. kegiatan 

konsultasi publik lainnya. Dalam konteks ini, kata “dapat” yang dipersoalkan 

Pemohon adalah berkenaan dengan jenis kegiatan dalam melakukan konsultasi 

publik bukan berkaitan dengan syarat imperatif adanya partisipasi masyarakat 

sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 dan Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022. Jika dicermati secara 

saksama, kegiatan konsultasi publik tersebut tidak terbatas sifatnya karena 

pembentuk undang-undang ternyata masih memberikan ruang lain, selain yang 

telah ditentukan sepanjang kegiatan tersebut merupakan pengejawantahan 

konsultasi publik. Kegiatan konsultasi publik ini kemudian dijadikan bahan 

pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan 

peraturan perundang-undangan [Pasal 96 ayat (7) UU 13/2022], yang kemudian 

hasil pembahasannya akan dijelaskan kepada masyarakat sebagai wujud dari 

pelaksanaan right to be explained [Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022]. Pengaturan 

partisipasi masyarakat dalam UU 13/2022 menurut Mahkamah sudah cukup 

memadai karena pembentuk undang-undang tidak mungkin menentukan secara 

rigid hal-hal yang lebih teknis dalam sebuah undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 

96 ayat (9) UU 13/2022 mengamanatkan kepada masing-masing lembaga pengusul 

rancangan undang-undang untuk mengatur lebih teknis ihwal partisipasi publik 

dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. 

Bahwa Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 yang Pemohon mohonkan untuk 

ditafsirkan menjadi suatu kegiatan yang wajib, menurut Mahkamah akan 

menimbulkan akibat hukum. Kata wajib akan memiliki konsekuensi adanya sanksi 

jika tidak dilaksanakan. Ihwal demikian telah dengan tegas ditentukan dalam UU 

12/2011 bahwa “Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah 
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ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang 

bersangkutan dijatuhi sanksi” [vide Lampiran II angka 268 UU 12/2011]. Jika 

petitum Pemohon dikabulkan, jelas hal tersebut tidak sesuai dengan teknis 

pembentukan peraturan perundang-undangan karena norma yang dirumuskan 

dengan kata “wajib” harus diikuti dengan sanksi. Namun demikian, sebagaimana 

telah dipertimbangkan di atas bahwa kata “dapat” yang dipersoalkan oleh 

Pemohon berkenaan dengan Pasal 96 ayat (6) UU 13/2022 adalah mengatur 

berbagai jenis kegiatan untuk melakukan konsultasi publik yang sifatnya tidak 

limitatif. Oleh karenanya, pengaturan demikian sudah tepat karena masih terbuka 

kemungkinan dilakukannya kegiatan-kegiatan lain dalam pelaksanaan konsultasi 

publik sebagai bagian dari kewajiban adanya partisipasi masyarakat. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut 

Mahkamah tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 96 ayat (6) UU 

13/2022 sehingga dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut 

hukum; 

[3.10.5] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang 

mempermasalahkan norma Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 terkait dengan 

penjelasan pembentuk peraturan perundang-undangan kepada masyarakat atas 

hasil pembahasan masukan masyarakat harus menjadi hal yang bersifat wajib, 

bukan opsional dan perlu diberikan batas waktu selambat-lambatnya satu minggu 

terhitung sejak masukan dimaksud diterima oleh pembentuk peraturan 

perundang-undangan, menurut Mahkamah norma demikian justru telah mengatur 

lebih jauh jika dibandingkan dengan pengaturan partisipasi publik yang diatur 

sebelumnya dalam UU 12/2011. 

Bahwa perluasan makna yang Pemohon mohonkan dalam petitumnya dengan 

membatasi waktu dalam memberikan penjelasan kepada publik, yaitu satu minggu 

terhitung sejak masukan dimaksud diterima oleh pembentuk peraturan 

perundang-undangan, menurut Mahkamah tidak akan memberikan kepastian 

hukum, namun justru sebaliknya kontraproduktif dengan upaya partisipasi 

masyarakat yang lebih luas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Pengaturan yang lebih teknis mengenai partisipasi masyarakat dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Mahkamah, tidak tepat 

jika diatur dalam undang-undang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. 

Bahwa sedangkan terkait kata “dapat” dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 a 

quo, sebagaimana telah Mahkamah jelaskan pada Sub-paragraf [3.10.4] di atas, 

kata “dapat” dalam konteks a quo tidak boleh dimaknai bahwa norma a quo telah 

menghapus hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 96 ayat (1) UU 

13/2022. Karena hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan telah dijamin oleh UUD 1945, yang ditegaskan 

kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang 

diatur pula dalam Pasal 96 ayat (1) UU 13/2022. 
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Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada persoalan 

konstitusionalitas norma dalam Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022, sehingga dalil 

permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum. 

[3.10.6] Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon yang meminta 

pengaturan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat yang diamanatkan oleh 

Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 untuk diatur dalam peraturan DPR, Peraturan DPD, 

dan Peraturan Presiden dengan diberikan batas waktu penerbitannya, menurut 

Mahkamah dalil demikian yang kemudian dituangkan dalam petitum merupakan 

dalil dan petitum yang tidak lazim. Terlebih, bukan ranah kewenangan Mahkamah 

untuk menetapkan ketentuan yang bersifat eksekutorial atas berlakunya suatu 

ketentuan pelaksana dari suatu undang-undang. Oleh karena alasan Pemohon 

tidak jelas (obscuur) maka menurut Mahkamah dalil permohonan a quo tidak 

relevan untuk dipertimbangkan. 

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, 

menurut Mahkamah terkait Pasal 96 ayat (6) dan ayat (8) UU 13/2022 telah 

ternyata tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat, tidak menimbulkan persoalan 

konstitusionalitas norma, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, ketidaksamaan 

dalam hukum dan pemerintahan, perlakuan yang diskriminatif dan tidak 

melanggar hak untuk memajukan diri sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh 

karena itu, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Terhadap 

dalil dan petitum terkait Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 menurut Mahkamah 

merupakan dalil dan petitum yang tidak jelas atau kabur sehingga tidak 

dipertimbangkan lebih lanjut. 

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut 

karena dinilai tidak ada relevansinya 

 

F. AMAR PUTUSAN: 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 

mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 

wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 

penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 82/PUU-XXI/2023 yang 

menyatakan tidak dapat diterima berkenaan dengan Pasal 96 ayat (9) UU 13/2022 

dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya terhadap 

pengujian pada Pasal 96 ayat (6), Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022, dan mengandung 

arti bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 

1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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